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ABSTRACT 
The purpose of this study is to know the effect of tax socialization, tax awareness, and 
tax penalty on individual taxpayer compliance PPh final PP 23 2018. Dependent 
variable in this study is the compliance of individual taxpayers final PPh PP 23 2018. 
Independent variables are tax socialization, tax awareness, and tax penalty. This 
research is a quantitative research. Data used in this study are primer data obtained 
from questionnaire at KPP Pratama Malang Utara. Data analysis technique used in 
this study uses multiple linear regression analysis. The results of the analysis show 
that partially the tax socialization has a significant positive effect on individual 
taxpayer compliance of PPh final PP 23 2018, tax awareness has a significant 
positive effect on individual taxpayer compliance of PPh final PP 23 2018, tax penalty 
have a significant negative effect on individual taxpayer compliance of PPh final PP 
23 2018. 
Keyword:  Tax socialization, Tax awareness, and Tax penalty on individual taxpayer 




Indonesia memiliki 3 kriteria pemasukan dari dana APBN di antaranya dari 
penerimaan perpajakan, PNBD (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan penerimaan 
hibah. Dilansir dari https://www.kemenkeu.go.id, pada tahun 2018 yakni  penerimaan 
pajak sebesar 1.894,7 T, PNBP 275,5 T, dan penerimaan hibah sebesar 1,2  T. Pada 
tahun 2019 diperkirakan penerimaan dapat mencapai 1.786,4 T dari penerimaan 
pajak, PNBP 378,3 T, dan penerimaan hibah 0,4 T.  
Menyadur dari https://m.liputan6.com, pada tanggal 6 Juli 2018 Presiden RI 
Joko Widodo merevisi Pajak Penghasilan final untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah yang diresmian pada tanggal 31 Juni 2018. Sekarang, pungutan Pajak 
Penghasilan final yang harus dibayar oleh pelaku UMKM ialah 0,5% dibandingkan 
dengan tarif sebelumnya 1% yang berarti telah menurun. Peraturan penurunan tarif 
PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha 
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Peraturan tersebut berlaku mulai awal Juli 2018. PP 23 tahun 2018 merupakan 
pergantian dari PP 46 tahun 2013.  
Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga akan memberikan keadilan dan kemudahan 
dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan 
mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. Peraturan pemerintah tentang 
perpajakan mengenai penurunan tarif menjadi 0,5 % bagi pelaku UMKM, 
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membutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar pelaku UMKM mengetahui 
tarif pajak yang terbaru dan diharapkan agar wajib pajak orang pribadi atau pelaku 
UMKM dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu. 
Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media sosial, berita di televisi, radio, 
brosur dan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM oleh Kantor Pelayanan Pajak 
di setiap daerah. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut, diharapkan wajib pajak 
dapat meningkatkan kesadarannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 
pajaknya. Karena dengan mereka sadar pajak, mereka akan dapat meningkatkan 
kepatuhan pajaknya dan akan membuat mereka terhindar dengan dikenakan sanksi 
pajak. Sanksi pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi 
pidana. 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti ingin 
mengetahui tentang pengaruh sosialisasi pajak mengenai perubahan peraturan 
pemerintah yang sebelumnya terdapat pada nomor 46 tahun 2013 menjadi nomor 23 
tahun 2018. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, 
Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi 
PPh Final PP 23 Tahun 2018”. 
Rumusan Masalah 
 
1. Apakah sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018? 
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018? 
3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018? 
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 




1. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak 
terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018. 
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi.  
3. Mengetahui pengaruh kesadaran pajak PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
4. Mengetahui pengaruh sanksi pajak PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan 





Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan untuk mengembangkan 
teori Theory of Planned Behavior bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu 
muncul karena adanya niat seseorang untuk berperilaku. Oleh sebab itu, wajib 
pajak perlu melakukan Self Assessment, agar dapat dijadikan salah satu referensi 
dalam penerapan pajak. Sehingga dapat menjadikan wajib pajak dapat 
meningkatkan kepatuhan pajaknya.  
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan 
sosialisasi tentang peraturan pemerintah nomer 23 tahun 2018. Untuk dapat 
menerapkan PPh PP 23 tahun 2018 dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik, 
peningkatan kesadaran dan sanksi pajak. 
 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pajak 
Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1,  Pajak ialah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pada peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 merupakan 
pengalihan dari PP 46 tahun 2013. PP 23 tahun 2018 menjelaskan batasan waktu         
( sunset clause ) untuk WP yang memilih menggunakan tarif final, yakni 3 tahun 
untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, 4 tahun untuk badan tertentu 
(persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan 7 tahun untuk orang pribadi. Tarif 
pajak PP no 23 tahun 2018 yakni sebesar 0,5% yang merupakan pengalihan dari PP 
no 46 tahun 2013 yang tarifnya 1 %. 
Definisi Sosialisasi Pajak 
Menurut Savitri & Musfialdy (2016)  cara Dirjen Pajak memberikan informasi, 
pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang 
peraturan Undang-undang perpajakan. Seperti halnya Peraturan Pemerintah nomor 23 
tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. 
Sosialisasi perpajakan ini dapat  dilakukan melalui media sosial, berita ditelevisi, 
berita di radio, berita di Koran, banner dan melaui sosialisasi langsung dengan 
masyarakat oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap daerah. 
Definisi Kesadaran Pajak 
Menurut Manik Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: 
1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. 
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 
Definisi Sanksi Pajak 
Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya 
berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan 
merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 
perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan 
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dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan 
kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2011). 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Menurut Saad (2014)  kepatuhan  pajak  sebagai  pengisian  semua  laporan 
pajak  yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan membuat laporan kewajiban pajak 
secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat laporan 
diajukan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah  suatu  keadaan  di  mana  wajib  pajak  memenuhi  
kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa 




Penelitian Lazuardini (2018) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan 
Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm 
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang 
Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan 
perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak 
orang pribadi UMKM. Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Variabel sanksi pajak 
mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM.  
Penelitian Muhammad (2019) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, 
Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP 
Pratama Jayapura)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi 
perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Jayapura. Variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT 
tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Variabel sanksi 
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Variabel kesadaran perpajakan berpengaruh 
terhadap  kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Jayapura. Variabel kesadaran perpajakan dapat mengintervening sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di 




   : Sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018 
   : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
PPh Final PP 23      tahun 2018. 
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   : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
PPh Final PP 23 tahun 2018. 
   : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh 
final PP 23 tahun2018. 
Kerangka Konseptual 
Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka model kerangka kajian yang digunakan untuk memudahkan 
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H3  
 
H4     
              
    
      
Keterangan: 
   : Hubungan Simultan 
   : Hubungan Parsial 
Dari gambar di atas dapat dideskripsikan bahwa sosialisasi pajak (  ), 
kesadaran pajak (  ), dan sanksi pajak (  ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 




Metode Analisa Data 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah kuantitatif. Analisis data yang 
digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan software SPSS 18.0 secara tiga 
tahap. Tahap pertama, pengujian kualitas data. Tahap kedua, melakukan pengujian 
penyimpangan asumsi klasik, dan tahap ketiga, melakukan uji hipotesis. 
Metode Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian 
berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan jenisnya adalah tertutup. Kuesioner ini 
skala pengukurannya menggunakan skala likert 5 poin yang dimulai dari jawaban 
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(S) skor 4, Sangat Setuju (SS) skor 5. Kuesioner disebarkan berupa daftar pernyataan 
terkait dengan objek yang diteliti, disertai surat permohonan izin dan penjelasan 
mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, kuesioner juga disertai 
petunjuk pengisian yang jelas, agar responden mudah dalam melakukan pengisian dan 
memberikan jawaban secara lengkap. 
Pengukuran dan Operasional Variabel 
Sosialisasi Perpajakan 
Variabel sosialisasi perpajakan (  ), terdiri dari 3 indikator yaitu penyuluhan 
(    ), penyelenggaraan (    ), cara sosialisasi (    ). Indikator sosialisasi pajak terdiri 
dari 3 item yaitu kejelasan penyampaian penyuluhan (      ), ketepatan penyampaian 
penyuluhan (      ) dan efektifitas penyampaian penyuluhan (      ). Indikator 
penyelenggaraan (    ), terdiri dari 1  item yaitu  ketepatan  penyelenggaraan seminar 
(      ). Sedangkan indikator Cara Sosialisasi        terdiri  dari  3  item  yaitu 
Intensitas  bimbingan          , frekuensi  penyebaran  brosur PP no 23 tahun 2018 ( 
      ) dan  pemasangan  spanduk  PP No 23 Tahun 2018            Indikator tersebut 
peneliti dapatkan dari penelitian terdahulu Suryadi, Suyadi dan Sunarti (2016) yang 
sudah diolah oleh peneliti. Kuesioner ini skala pengukurannya menggunakan skala 
likert 5 poin. 
Kesadaran Pajak (   ) 
Variabel Kesadaran pajak, memiliki 1 item indikator yaitu indikator mengenai 
pemahaman wajib pajak UMKM. Indikator tersebut terdiri atas 4 item yaitu 
pemahaman wajib pajak tentang peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 (      ), 
pemahaman tentang perhitungan pajaknya (      ), pemahaman tentang ketepatan 
dalam membayar pajak dengan tarif 0,5 % (     ), dan indikator ketepatan melaporkan 
pajak (     ). Indikator variabel ini peneliti dapatkan dari Manik Asri (2009). 
Kuesioner ini skala pengukurannya menggunakan skala likert 5. 
Sanksi Pajak (  ) 
 Variabel Sanksi pajak masing- masing indikator terdiri dari 2 indikator yaitu 
indikator pemahaman sanksi pajak (    ) dan penerapan sanksi administrasi (    ). 
Indikator pemahaman sanksi pajak dibagi menjadi 1 item yaitu pemahaman wajib pajak 
tentang peraturan sanksi pajak (     ). Indikator penerapan sanksi administrasi dibagi 
menjadi 6 item yaitu sanksi berupa bunga terdiri dari item efektifitas sanksi bunga 
(     ), ketepatan penerapan sanksi bunga 2% (      ), sanksi berupa denda terdiri dari 
item efektifitas sanksi denda (      ), ketepatan penerapan denda Rp 100.000,00 
(     ), sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terdiri dari item 
efektifitas sanksi kenaikan (      ), dan ketepatan kenaikan jumlah pajak yang harus 
dibayar sebesar 50% (      ). Indikator tersebut peneliti dapatkan dari penelitian 
terdahulu Suryadi, Suyadi dan Sunarti (2016) yang sudah diolah oleh peneliti. 
Kuesioner ini skala pengukurannya menggunakan skala likert 5 poin. 
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Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
Variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  terdiri  dari  2 indikator yaitu Kepatuhan formal 
(    ) dan Kepatuhan material (    ).  Kepatuhan formal terdiri dari 3 item  yaitu 
memahami peraturan perpajakan (      ), melaporkan SPT tepat waktu       ),   dan  
item  yang  terakhir  adalah tidak  mendapatkan  sanksi  administrasi (      ). Indikator  
kepatuhan Material terdiri dari 3 item  yaitu membayar  pajak  tepat waktu  (       , 
kesadaran dalam membayar pajak       ),   dan   mengisi SPT dengan benar dan lengkap 
(      . Indikator tersebut peneliti dapatkan dari penelitian terdahulu Suryadi, Suyadi 
dan Sunarti (2016) yang sudah diolah oleh peneliti. Kuesioner ini skala pengukurannya 
menggunakan skala likert 5 poin. 




Gambaran Umum Sampel Penelitian 
 
Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 110 
responden wajib pajak orang pribadi UMKM di yang terdaftar di KPP Pratama Malang 
Utara. Populasi dari penelitian ini sebanyak 15.490, tetapi peneliti hanya mengambil 




Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 
Kuesioner dikatakan valid jika diukur dengan menggunakan uji validitas dengan 
membandingkan         dengan        . Jumlah sampel penelitian ini adalah 110, jadi 
df = 110 – 2 = 100 maka         0,164. Instrumen dikatakan valid jika          > 
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Tabel 1.Uji Validitas 

































































































Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Uji Reliabilitas 
Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari pernyataan kuesioner konsisten 
atau stabil. Uji reliabilitas dapat diukur dengan cara menggunakan uji statistik Alpha 
Cronbach. Nilai Alpha Cronbach dapat diterima jika nilainya minimal 0,6. 
Tabel 2. Uji Reliabilitas 
 Nilai Alpha Cronbach Kesimpulan 
X1 0,863 Reliabel 
X2 0,635 Reliabel 
X3 0,849 Reliabel 
Y 0,890 Reliabel 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual yang telah 
distandarisasi pada model regresi berdistribusi pada model regresi berdistribusi 
normal apa tidak. Pengujian penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik 
Kolmogorov-Smirnov dengan syarat jika sig atau nilai probabilitas > 0,05, maka 
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Tabel 3. Uji Normalitas 




Normal Parameters                  Mean 
                                                 Std. Deviation 
Most Extreme Differences      Absolute 
                                                 Positive 
                                                 Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 









a. Test distribution is Normal 
b. Calculated from data 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Tabel diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dibuktikan dengan 
besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z yang bernilai   0,852 atau Asymp. Sig (2-
tailed) sebesar 0,463 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Karena 
data sudah terdistribusi normal, maka data bisa digunakan dalam pengujian regresi 
linier berganda. 
 
Uji Asumsi Klasik 
 
Uji Multikolinieritas 
Tabel 4. Uji Multikolinieritas 
Coefficients 











a. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Hasil uji multikolinieritas pada tabel tersebut, bila dilihat dari nilai VIF dan 
nilai tolerance pada variabel sosialisasi pajak (X1) sebesar 2,159 dan 0,463, variabel 
kesadaran pajak sebesar 2,083 dan 0,480, variabel sanksi pajak sebesar 1,344 dan 
0,744. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen 
nilai VIF < 10 dan  nilai tolerance > 0,1. Jadi, variabel independen penelitian ini 










E-JRA Vol. 09 No. 04 Agustus 2020 




Tabel 5.Uji Autokorelasi 
Model Summary 
Model 
R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,833 ,694 ,686 2,095 1,788 
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 
b. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Dari tabel diatas, jika hasil dari uji autokorelasi  nilai dU<dW< 4-dU maka tidak 
ada autokorelasi. Hasil uji autokolerasi diatas bahwa nilai dW 1,788 dan dU 1,745. 
dU didapatkan dari tabel uji durbin Watson  sig 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
dU<dW< 4-dU yaitu 1,745 < 1,788 < 2,255 berarti uji autokorelasi ini tidak terdapat 
autokorelasi positif. 
Uji Heteroskedastisitas 
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 
 
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa pola titik-titik 
data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah 0 pada 
sumbu Y, maka dapat disimpulkan variabel sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan 
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Analisis Regresi Berganda 
Tabel 6. Analisis Regresi Berganda 


































a. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan hasil analisis regresi berganda 
sebagai berikut: 
Y = 3,251 + 0,308   + 1,092   – 0,183   + 1,418e 
Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (b0) sebesar 3.251. Apabila 
variabel sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak bernilai 0, maka kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi UMKM PP 23 tahun 2018 sebesar 3,251. Nilai koefisien 
regresi b1 sebesar 0,308 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika sosialisasi pajak naik 
1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM PP 23 tahun 2018 akan 
meningkat sebesar 0,308. Jadi, jika terdapat kenaikan 1 satuan dari kegiatan sosialisasi 
pajak, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM PP 
23 tahun 2018 sebesar 0,308.  Nilai koefisien regresi b2 sebesar 1,092 bernilai positif 
mempunyai arti bahwa jika kesadaran pajak naik 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi UMKM PP 23 tahun 2018 akan meningkat sebesar 1,092. Jadi, jika 
terdapat kenaikan 1 satuan dari kesadaran pajak, maka akan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi PP 23 tahun 2018 sebesar 1,092 . Nilai koefisien 
regresi b3 sebesar  0,183 negatif mempunyai arti bahwa jika sanksi pajak naik 1 satuan, 
maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM PP 23 tahun 2018 akan menurun 
0,183, Jadi, jika adanya peningkatan sanksi pajak 1 satuan, maka dapat mempengaruhi 
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a. Uji Simultan (Uji F) 
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1 Regression 
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a. Predictors: (Constan), Total_X3, Total_X2, Total_X1 
b. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai         sebesar 80.198 
dengan nilai signifikan F 0,000. Karena nilai signifikan F kurang dari 0,05 
(0.000 < 0,05) berarti    diterima. Jadi, variabel independen sosialisasi pajak, 
kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. 
Karena dengan adanya sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak dapat 
berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM PP 23 tahun 
2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyabudi (2017) yang 
menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak pribadi  dan penelitian Setiawati (2019) yang menjelaskan bahwa 
kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. 
b. Koefisien Adjusted R Square 
Tabel 8. Koefisien Adjusted R Square 
Model Summary 
Model 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,833 ,694 ,686 2,095 
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square 0.686 
atau 69%. Jadi, variabel independen yaitu sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan 
sanksi pajak dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi PP 23 tahun 2018) sebesar 69%, sedangkan sisanya 31% dijelaskan oleh 
varibel lain. Variabel lain artinya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
digunakan pada penelitian ini seperti pengaruh pelayanan fiskus, tingkat 
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c. Uji t ( Uji Parsial) 
 
Berdasarkan tabel 6 disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Sosialisasi Pajak PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, hasil nilai t sebesar 4.319 
dan nilai signifikan t adalah 0,000. Karena nilai signifikan t lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05) maka    diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. Dengan adanya 
sosialisasi pajak oleh petugas pajak mengenai peraturan pemerintah nomor 
23 tahun 2018 yang mulai diterapkan pada bulan Juli 2018 membuat 
masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya,. Sebab, 
masyarakat mengetahui berapa tarif yang akan mereka bayar melalui 
sosialisasi tersebut. Karena tarif PP 23 tahun 2018 ini termasuk kategori 
pajak final, jadi setiap bulannya harus dibayarkan oleh pelaku UMKM yang 
memiliki NPWP sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Sosialisasi pajak 
tentang penurunan tarif ini dilakukan KPP Pratama Malang Utara melalui 
sekolah pajak bagi wajib pajak yang baru, di CFD saat acara Spectaxcular 
tahun 2019 pada bulan maret, dan melalui banner. Selain itu presiden 
Jokowi juga sudah mengumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 tentang 
penurunan tarif ini, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memasang spanduk, 
banner dan menyebarkan brosur di tempat umum.Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Suryadi, Suyadi dan Sunarti (2016); Setyabudi 
(2017); Angelia dan Fajriana (2019) bahwa dengan melakukan sosialisasi 
pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengaruh Kesadaran Pajak PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, hasil nilai t sebesar 4.319 
dan nilai signifikan t adalah 0,000. Karena nilai signifikan t lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05) maka    diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
variabel kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. Dibuktikan dengan 
perilaku pelaku usaha yang menjadi wajib pajak, mereka telah memiliki 
kesadaran untuk melakukan kewajibannya. Sebab, mereka telah mengetahui 
ketentuan atau peraturan perpajakan, mereka juga dapat menghitung 
pajaknya dengan sukarela, membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu 
dan melaporkan pajaknya sesuai waktunya. Selain itu jika wajib pajak 
memiliki kesadaran untuk melakukan kewajibannya dapat meningkatkan 
kepatuhan pajaknya Sapriadi, (2013) dan Setiawan (2014). Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Muhamad (2019) bahwa kesadaran pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. 
3. Pengaruh Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, hasil nilai t sebesar  -3,511 
dan nilai signifikan t adalah 0,001. Karena nilai signifikan t lebih kecil dari 
0,05 (0,001 < 0,05) maka    diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
variabel sanksi pajak memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. Sebab, 
dengan semakin tingginya sanksi pajak yang diterapkan maka tingkat 
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kepatuhan wajib pajaknya akan menurun. Menurut penelitian Lazuardini 
(2018) bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak 
signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena 
adanya korelasi yang berlawanan arah antara variabel sanksi pajak dengan 
variabel ketaatan wajib pajak UMKM yaitu semakin tegas sanksi maka 
ketaatan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Malang Selatan akan turun. Sedangkan, jika sanksi pajak yang diterapkan 
semakin rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Tax Amnesty 
atau pengampunan pajak. Jadi, wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan 
ini dengan baik, sebab dengan mengikuti Tax Amnesty wajib pajak akan 
diberi kemudahan-kemudahan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa 
fasilitas seperti dihapusnya sanksi administrasi, ditiadakannya pemeriksaan 
pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana, penghentian pemeriksaan 
pajak bagi yang sedang diperiksa dan tidak dikenakan PPh Final untuk 
pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah. Sehingga dengan 
begitu wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Hasil 
penelitan ini sejalan dengan.penelitian Patmasari (2016) bahwa variabel 
sanksi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. 
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018 
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018 
4. Sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018 
 
KETERBATASAN 
Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Metode pengumpulan data yang digunakan hanya melalui metode pengumpulan 
kuesioner, sehingga penarikan kesimpulan hanya diambil dari data yang 
dikumpulkan. 
2. Peneliti hanya berfokus pada berpengaruh tidaknya sosialisasi pajak, kesadaran 
pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PP 23 
tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.  
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran 
yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib 
pajak terutama orang pribadi, serta dapat dijadikan arahan bagi penelitian 
berikutnya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Penelitian Berikutnya 
1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih memperluas lingkup penelitian 
sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dibandingkan di seluruh instansi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak. 
2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel independen, 
karena masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak seperti tarif pajak terbaru, kewajiban kepemilikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak, pelayanan fiskus, tingkat penerimaan pajak setiap 
tahunnya, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan sunset policy. 
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebaiknya lebih 
meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan terutama dalam 
memberikan sosialisasi. Agar wajib pajak dapat lebih memiliki jiwa sadar 
pajak. 
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebaiknya melakukan 
perbaikan sistem atau cara pelaksanaan sosialisasi pajak terutama ketika 
terdapat perubahan tarif atau peraturan terbaru agar dapat menjaga 
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